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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi aksi bersama anggota Forum Komunikasi Wartawati 

Sumatra Barat-FKWIS menolak Draft Ranperda diskriminatif.  Gerakan organisasi  

dipengaruhi era Reformasi tahun 1998, paralel dengan kebijakan  sistem otonomi daerah 

yang memberi kewenangan bagi pemimpin lokal seperti anggota DPRD membuat Perda 

yang bernuansa lokal. Salah satu produk yang dusulkan Komisi E DPRD periode 199-

mailto:selinaswati@fis.unp.ac.id
mailto:selinaswati@yahoo.com
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2004 adalah Ranperda Penyakit Masyarakat (Pekat). Pasal 10 ayat 3 Ranperda tersebut 

tentang pelarangan perempuan untuk tidak beraktifitas di malam hari setelah jam 8 malam 

hingga jam 6 pagi bila tak ada muhrim yang mendampingi. Jadi gerakan FKWIS menolak 

klausul Ranperda tersebut agar tidak menjadi Perda, sebab dikhawatirkan menghambat 

perempuan yang melakukan aktifitas dan dinas di malam hari. Data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui metode penelitian kualitatif berupa observasi dan wawancara mendalam 

kepada pimpinan FKWIS, sejumlah wartawati, pihak komisi E DPRD dan pemuka 

masyarakat seperti Bundo Kanduang.  Hasil penelitian menunjukkan gerakan yang 

dilakukan FKWIS, yang menggunakan identitas kolektif mereka sebagai jurnalis berhasil 

menuntut dihapusnya pasal diskriminatif, yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang 

mereka miliki dalam kapasitas sebagai wartawati; memanfaatkan media untuk mengakses, 

mengimformasikan serta membentuk opini publik melalui talk show, dialog interaktif, 

polling sms dan seminar. Mereka juga membuka dialog, komunikasi dan membangun 

jaringan dengan organisasi dan pihak lain guna mendapat dukungan.   

 

Kata kunci : Gerakan sosial, gerakan perempuan, mobilisasi sumber daya, identitas 

kolektif 

Abstract 

This paper examined the collective action of female journalist organization in order to 

oppose the draft local regulation that would discriminate women. The organization known 

as ‘Women’s Journalist Forum in West Sumatra’ or ‘Forum Komunikasi Wartawati 

Sumatera Barati’. The movement was triggered by Reform Era in 1998 as well as the 

change of government systems from a centralized to decentralized system. The aim of 

movement to oppose Article X Number three which banned women to go out at night from 

10 pm to 6 am without their mahram or husband. By using qualitative approach method, 

observation and in-depth interview have been done with the leader of FKWIS, some female 

journalists and traditional leader. The research found that FKWIS organization used 

resource mobilization and collective identity during their movement. Resources 

mobilization can be seen through media usage; utilizes media to make public opinions, 

access to network and building network while collective identity showed how do the 

members of this group organize and create their identity for their collective action.  Both 

resource mobilization and collective identity were used to analyze the effort of their 

activities influence people’s mindset to refuse the draft act and to raise gender awareness. 

 

Keyword: Movement, Women’s Movement, Resource Mobilization, Collective Identity 

 

1. Pendahuluan  

 Gerakan sosial merupakan aksi kolektif atau gerakan kelompok yang memiliki 

tujuan tertentu. Biasanya tujuan tersebut untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan dan 

kepentingan para anggota kelompok atau organisasi bersangkutan. Gerakan sosial memiliki 

implikasi pada terbentuknya perubahan sosial (Sztompka, 2007). Berbagai macam bentuk 

gerakan atau pergerakan sosial bisa dilihat dari aksi yang dilakukan organisasi atau 

kelompok dengan identitas tersendiri dan ciri khas masing-masing. Seperti pergerakan 

nasional yang bertujuan memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam upaya 

mencapai kemerdekaan tersebut berbagai organisasi politik, pemuda dan organisasi yang 

beranggotakan perempuan melakukan aksi dan kegiatan.   

Bentuk lain dari gerakan sosial, gerakan pencinta lingkungan (Green Peace) 

bertujuan untuk keberlangsungan dan kebertahanan lingkungan hidup, aksi organisasi 
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buruh sebagai bentuk gerakan sosial buruh, begitupun dengan gerakan perempuan yang 

ditandai dengan adanya aksi dari anggota kelompok yang beranggotakan perempuan 

(umumnya sebagai aktifis) guna menentang ketidakdilan yang dialami kaum perempuan. 

Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan Indonesia masih dijumpai di 

berbagai aspek kehidupan.  Meski secara historis perempuan Indonesia sudah melakukan 

berbagai aktifitas di ruang publik, seperti berpartisipasi dalam pergerakan nasional melalui 

berbagai organisasi perempuan, diskriminasi terhadap kaum ini masih tetap ada. Hal itu 

tampak jelas di era Orde Baru melalui  ‘penghentian’ gerakan perempuan yang sudah 

dirintis oleh kaum ini sejalan dengan pergerakan nasional pada menjelang dan awal 

kemerdekaan dulu. Bahwa di zaman orde baru atas nama ‘State Ibuism’ aktifitas 

perempuan Indonesia di ruang publik diatur secara ketat dan cenderung berada di bawah 

bayang-bayang kaum laki-laki atau suami.  

Kondisi perempuan yang tersubordinasi ini masih tampak di era Reformasi, pada 

awal 1999 dan 2000-an, cukup banyak pengambil kebijakan di suatu lembaga menetapkan 

peraturan yang terkesan membatasi gerak perempuan yang bekerja di sektor publik. 

Diskriminasi terhadap perempuan ini dapat diihat dari banyaknya peraturan yang 

ditetapkan pengambil kebijakan di daerah, dalam hal ini para anggota DPRD sebagai 

pembuat undang-undang yang berkekuatan hukum. Mereka menggunakan kewenangannya 

dalam membuat peraturan yang didasarkan atas sistem desentralisasi. Reformasi yang 

diidentikkan sebagai era keterbukaan setelah rezim Soeharto berkuasa secara otoriter 

selama 32 tahun, ternyata tak serta merta disertai dengan sikap keterbukaan dan demokrasi 

kepada kaum perempuan.  

Bahwa Reformasi menghasilkan sistem desentraliasi, salah satu produknya, daerah 

dipercaya membuat sendiri kebijakan yang terkait dengan kondisi lokal di daerahnya. 

Hanya saja kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan seperti para anggota Dewan 

dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) cendrung diskriminatif terhadap perempuan. Ini 

dapat dilihat dari banyaknya kebijakan pemerintah di daerah kabupaten, kota dan provinsi 

berupa Perda yang cendrung mendiskreditkan dan mengatur ketat aktifitas perempuan di 

area publik hingga sekarang ini.  

Data tahun 2013 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan), terdapat 265 dari 342 Perda sebagai produk kebijakan diskriminatif 

terhadap perempuan. Dari 265 Perda diskriminatif, 76 kebijakan mengatur cara berpakaian, 

124 mengatur tentang prostitusi dan pornografi, 27 mengatur pemisahan ruang publik laki-

laki dan perempuan dan 35 peraturan terkait dengan pembatasan jam malam bagi 

perempuan. Semua Perda tersebut  tersebar di berbagai Kota, Kabupaten, Provinsi di 

seluruh Indonesia, kongkritnya tampak pada provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat 

dan di beberapa wilayah di Sulawesi.  

Jumlah Perda diskriminatif itupun mengalami peningkatan; tahun 2011 ada 207 

Perda diskriminatif, tahun 2012 berjumlah 282 (Komnas Perempuan, 2013).   

Menindaklanjuti Perda diskriminatif yang cukup banyak tersebut,  hingga tahun 2015 

kemarin ini sudah 139 Perda diskriminatif tersebut yang dihapus oleh Mendagri.  

Penghapusan ini mendapat dukungan dari 144 organisasi perempuan yang bersatu dalam 

Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam (Paat, 2015). 

Kajian tentang Perda diskriminatif ini cukup banyak dilakukan, hasilnya berupa 

pemberitaan, artikel, opini, kritik dan working paper, serta berbagai tulisan dijumpai di 

media, jurnal dan juga diseminarkan. Kajian tersebut cenderung terkait dengan 

implementasi pelaksanaan Perda, mengkritisi, menganalisis keberadaan serta jalannya 

Perda. Candraningrum (2006) secara kritis berpendapat bahwa Perda yang 

mendiskriminasikan perempuan, disebabkan oleh ketidaktahuan pengambil kebijakan dan 

pembuat peraturan dalam proses pembuatannya (legal drafting), bahwa adanya 
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pertentangan antara pihak yang pro-kontra dengan Perda tersebut adalah karena beda 

interpretasi tentang syariah dan ajaran agama Islam.  Kajian Robyn Bush (2008) bahwa 

Perda Syariah terkait dengan symbol agama dan sikap religious di aras lokal. Kajian 

bersifat lokal tentang Perda di Sumatera Barat oleh Wibowo (2007) mengenai busana 

muslimah sebagai produk peraturan di Kabupaten Solok yang dianalisis dalam perspektif 

hukum Ketatanegaraan. 

Dibanding dengan Perda, kajian tentang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) 

yang bersifat lokal dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan masih terbatas. 

Rancangan yang masih berupa embrio, cikal bakal peraturan yang akan ditetapkan bisa 

dihalangi menjadi sebuah peraturan bila ada tekanan dan desakan dari pihak tertentu untuk 

menghentikan proses pembuatannya. Desakan dan tekanan dari grup atau kelompok yang 

prihatin dengan ketidakadilan terhadap perempuan ini tampak dari kegiatan organisasi 

jurnalis perempuan di Sumatera Barat (FKWIS-Forum Komunikasi Wartawan Perempuan 

Suntiang Nagari). FKWIS melakukan berbagai upaya dalam rangka menolak Ranperda 

yang salah satu klausulnya berisi larangan bagi perempuan keluar malam lewat dari jam 10 

hingga jam 6 pagi bila tanpa ada muhrim yang menemani. Tidak mudah memang 

mengatakan aktifitas FKWIS dalam menolak Ranperda ini sebagai suatu gerakan 

perempuan, tapi setidaknya adanya upaya kelompok organisasi perempuan ditingkat lokal 

dengan identitas jurnalis-nya bergerak membela kaumnya. Dengan demikian menjadi 

relevan untuk mengkaji gerakan kelompok perempuan dalam sebuah organisasi untuk 

menghentikan adanya Perda diskriminatif tersebut. Mengingat pentingnya mengantisipasi 

keberadaan Perda yang diskriminatif , maka tulisan ini menggali lebih jauh; Bagaimana 

upaya dan proses  perlawanan organisasi perempuan jurnalis di Sumatera Barat (FKWIS) 

dalam usaha mengkritisi Ranperda Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya memiliki 

klausul mendiskriminasikan perempuan yang bekerja di sektor publik?. Bagaimana 

FKWIS sebagai organisasi mampu memberdayakan potensi yang dimiliki untuk 

menghentikan Ranperda menjadi  Perda?.  

Tujuan penelitian ini mengungkapkan proses kegiatan FKWIS selaku organisasi 

lokal di Kota Padang, Sumatera Barat di awal era Reformasi, organisasi ini aktif menentang 

Ranperda diskriminatif tersebut. Selanjutnya, agar gerakan sosial yang dilakukan FKWIS 

bisa menginspirasi organisasi perempuan di kota atau kabupaten lainnya menolak 

Ranperda dan Perda lokal yang bersifat diskriminatif.  Diharapkan dengan mengungkapkan 

aktfitas jurnalis perempuan ini ada manfaatnya untuk dijadikan contoh dan pembanding 

bagi organsasi lainnya dalam upaya mengurangi Perda dan Ranperda diskriminatif melalui 

membaca dan mengetahui strategi yang digunakan FKWIS.  

 

2. Tinjauan Pustaka 
Studi tentang gerakan sosial (Social movement) dianggap penting dalam 

menganalisa dan memahami fenomena sosial ditengah masyarakat, karena gerakan sosial 

dapat menjelaskan fenomena apa yang telah terjadi sebelumnya di masa lampau, 

bagaimana proses hingga bisa terjadi, sehingga bisa memiliki strategi dan pemahaman 

dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini. Jadi dalam gerakan sosial ada sejumlah harapan  

akan  terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik (Sztompka, 2007). Meski defenisi 

gerakan sosial cukup banyak, setidaknya defenisi yang berbeda-beda itu memiliki 

kesamaan dalam beberapa aspek seperti dikatakan McAdam & Snow (1997: xviii) bahwa 

gerakan sosial dapat ditandai dengan adanya;  (1) Aksi bersifat kolektif, (2) Tujuan untuk 

perubahan sosial, perubahan struktur atau perubahan peraturan, (3) Organisasi sebagai 

wadah gerakan, (4) Kesinambungan  gerakan dalam masa waktu tertentu, (5) Beberapa 

kombinasi aksi bersifat internal dan eksternal seperti protes di jalanan dan loby. Aspek-
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aspek yang demikian ditemukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh FKWIS sebagai 

sebuah organisasi di tahun 2001 dalam usaha menolak Ranperda.  

Gerakan sosial, menurut McAdam, McCarthy, Zald (1997) dilihat dalam tiga 

perspektif; political opportunities, framing process dan resource mobilization. Perspektif 

Resource mobilization atau mobilisasi sumber daya fokus pada kemunculan gerakan sosial 

terkait dengan mobilisasi dalam level struktural, dimana adanya sejumlah sumber-sumber 

yang bisa dan memiliki potensi untuk digerakkan demi mencapai tujuan gerakan sosial; 

sumber tersebut antara lain jumlah anggota, yang memiliki sumber daya dan potensi. 

Dalam konteks FKWIS, adalah organisasi berbasis perempuan dan berprofesi sebagai 

jurnalis; anggotanya sebagai wartawati memiliki kesempatan menggunakan medianya 

sebagai sarana mencapai tujuan. Sebagai pekerja media, FKWIS memiliki kapasitas dan 

memiliki jaringan, kenalan yang bisa diajak berkoordinasi, bekerjasama melakukan 

gerakan perlawanan membatalkan pasal Ranperda yang diskriminatif. 

Aktifitas dan kesadaran perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan 

kaum perempuan tak terlepas dari pengalaman perempuan itu sendiri. Sepanjang 

sejarahnya gerakan protes yang dilakukan perempuan (women’s movement) menurut West 

dan Blumberg (1990: 13) dilakukan atas dasar empat isu utama yakni; (1) terkait langsung 

dengan kondisi ekonomi untuk bisa bertahan hidup, (2) berhubungan  dengan perjuangan 

etnis, grup dan sikap nasionalisme, (3) berhubungan dengan masalah kemanusiaan dan (4) 

terkait dengan hak azazi dan persoalan perempuan. Dalam konteks gerakan FKWIS, 

Ranperda yang menyatakan pelarangan bagi perempuan untuk keluar malam dianggap 

melanggar hak azazi perempuan, karena gerak mereka yang dibatasi. Hal ini berakibat pada 

pilihan pekerjaan, perlindungan kerja dan kepastian hukum bagi kaum perempuan yang 

terkena peraturan Ranperda tersebut. 

 Dalam agenda kegiatannya, FKWIS juga melakukan penguatan kepada para 

anggotanya. Oleh karena itu, kiprah FKWIS ini dapat diuraikan juga melalui teori identitas 

kelompok.  Dikatakan Taylor and Whittier (1992),  konsep tentang identitas kelompok bisa 

dilihat pada tiga aspek; adanya  (1) Batasan antara kelompok dominan dan kelompok yang 

melawan dominasi;  batasan terbentuk secara sosial, psikologi dan fisik, (2) Kesadaran 

berupa  penafsiran  anggota kelompok untuk mencapai tujuan mereka  (3) Adanya negosiasi 

yang meliputi symbol dan aksi untuk meruntuhkan kelompok dominan yang mapan. Dalam 

konteks berdiri dan eksisnya FKWIS, ketiga aspek tersebut dapat dijumpai; bahwa 

kesadaran para jurnalis perempuan tentang perlunya lembaga untuk berkumpul dan bersatu 

dalam menghadapi kelompok dominan yang melakukan perbedaan perlakuan pada jurnalis 

perempuan.  

Sumatera Barat sebagai basis penelitian ini, memiliki sistem matrilineal. Yakni 

sistem yang menurut garis keturunan ibu, pewarisan harta pusaka didasarkan garis ibu. 

Sistem ini meninggikan dan menghargai posisi perempuan senior di tengah keluarga besar, 

dan diwujudkan dalam sebutan Bundo Kanduang. Sistem ini setidaknya telah 

mempengaruhi pola berpikir perempuan Minangkabau, bahwa perempuan sebagai Bundo 

Kanduang, sebagai Limpapeh Rumah nan Gadang semestinya memiliki keterampilan 

hidup dan kemampuan untuk menjalankan perannya di dalam keluarga besarnya. Itu 

artinya perempuan Minang hendaknya mampu bersikap bijaksana, adil dan memahami 

kebutuhan anggota keluarga besarnya. Oleh karena skill hidup hanya bisa didapatkan 

melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan, maka tak heran bila dari sejak zaman dulu 

perempuan Minang diizinkan untuk mendapatkan porsi pendidikan yang sama seperti 

halnya anak laki-laki. Maka tak heran bila sejak awal abad 20 sudah ada perempuan-

perempuan  Minang yang berkiprah di sektor publik seperti Roehana Koeddoes dan kawan-

kawannya (Sa'adah Alim, Zahara Ratna Djoewita Sjamsidar Jahja) Rasuna Said, Rahmah 

El Yunusiyah, Sitti Manggopoh, Zakiah Darajat dan lainnya. Dalam perkembangannya, 
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nama-nama tersebut adalah perempuan-perempuan Minangkabau yang sudah berkiprah di 

sektor publik yang memiliki kebebasan berpikir, kreatif dan bermanfaat bagi orang banyak 

jauh sebelum Indonesia merdeka. 

 

3. Metode Penelitian  
Penelitian ini berlokasi di Kota Padang Sumatera Barat. Padang sebagai Ibukota 

Provinsi merupakan pusat pemerintahan provinsi dengan berbagai dinamika politik lokal 

dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat provinsi. Kondisi ini memungkinkan 

dilakukannya penelitian tentang upaya organisasi FKWIS melawan Ranperda 

diskriminatif, yang home-base nya berada di Padang seperti halnya para anggota DPRD 

provinsi selaku  pembuat Ranperda berkantor di Kota Padang.   

Penelitian menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif untuk mendapatkan 

detail data lisan dari orang dan prilaku yang diamati secara utuh dan terperinci. Dalam 

konteks penelitian ini untuk mendapatkan info detail proses mobilisasi sumber daya yang 

dimiliki FKWIS, dan proses negosiasi dengan pengambil kebijakan dalam upaya menolak 

Ranperda yang mendiskriminasikan perempuan. Untuk mendapatkan data lisan tersebut, 

peneliti menjadikan individu sebagai unit analisis. Populasi dan sampling dalam penelitian 

ini adalah para anggota FKWIS, Ketua FKWIS, pihak komisi E DPRD Provinsi Sumbar 

periode 1999-2004 serta Bundo Kanduang, sebagai  pemuka dan tokoh masyarakat Sumbar 

mewakili kaum perempuan di Sumbar. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipasi. Observasi 

partisipasi ini dimungkinkan karena peneliti pada saat itu (tahun 1999-2003) dalam 

kapasitas anggota FKWIS, sedangkan wawancara bersifat mendalam dilakukan kepada 

para informan. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling atau 

informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan . 

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

muda dibaca dan diinterpretasikan dilakukan dengan menggunakan berapa tahapan; mulai 

dari mereduksi data dengan memilah, mensortir data yang sudah dikumpulkan melalui 

indepth interview dan observasi, lalu mengelompokkannya menjadi tema yang sesuai 

dengan topik penelitian, kemudian data diinterpretasikan, dilakukan sintesa dari temua data 

sehingga menjadi sistematis untuk dibaca dan dipahami. 

 

4. Temuan dan Pembahasan  
Dari penelitian terungkap adanya sejumlah temuan yang menunjukkan adanya 

mobilisasi sumberdaya organisasi FKWIS. Berikut uraiannya; 

 

1. FKWIS: Kemunculan, Identitas dan Penguatan Anggota 

Dari kenyataan di lapangan, keberadaan FKWIS tak lepas dari dinamika jurnalistik 

di Sumatera Barat. Sebelum Reformasi jumlah media  tak banyak; 3 koran harian dan 1 

mingguan, tapi setelah 1998 sejalan dengan pergantian pemerintahan,  ditandai dengan 

demokrasi dan kebebasan pers. Alhasil dalam kurun waktu empat tahun; 1998-2002 

terdapat 39 surat kabar di Sumatera Barat, namun yang bertahan hingga 2003 ada 15, 24 

lainnya tidak terbit (Eska, 2003). Konsekuensi dari banyaknya media, tentulah 

membutuhkan pekerja media yang cukup banyak pula, maka berlombalah semua pencari 

kerja di era krisis moneter ketika itu berebut lahan, termasuk juga yang perempuan, 

berminat bekerja di bidang jurnalistik, umumnya sebagai peliput berita di lapangan atau 

reporter. Tak semua bisa bertahan seperti media yang juga tiba-tiba hilang, namun adalah 

suatu fakta nyata berdasar observasi dan pengalaman bahwa jurnalis perempuan jumlahnya 

bertambah dibanding  era Orde Baru. 
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Semakin banyaknya pelaku jurnalis perempuan, dengan segala dinamikanya 

sebagai pihak yang seringkali mendapat perlakuan berbeda dalam menjalankan profesi, 

mendorong mereka untuk saling tukar pengalaman. Kondisi ini jadi momen tepat untuk 

berkumpul dan saling berkomunikasi. Adanya kesadaran jurnalis perempuan untuk saling 

berbagi informasi dan menguatkan, mendorong mereka membentuk satu wadah bagi 

jurnalis perempuan di Sumatra Barat. Seperti terungkap dalam wawancara dengan Ketua 

FKWIS terpilih ketika itu, Dra. Imiarti Fuad dari TVRI Sumbar dan juga ditulis Eska 

(2003), bahwa pada 5 Mei 1998, para perempuan jurnalis, dimotori oleh Frislidia, SH 

(Jurnalis di LKBN Antara), Ir.Atviarni dan Ir. Rina Moreta (Singgalang), Altasia, Ir. Fitri 

Adona, M.Si and Sri Taufik (Semangat), Husnul Rais (Haluan), Nita Indrawati Arifin 

(Majalah Kartini) sepakat membentuk organisasi yang mereka sebut FKWIS Suntiang 

Nagari- “Forum Komunikasi Wartawati Sumatera Barat, Perempuan Nagari”.   

 Dapat dikatakan bahwa pembentukan organisasi ini tak terlepas dari latar 

belakang sejarah jurnalistik di Sumatera Barat jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahwa 

wartawati pertama di Indonesia, Roehana Koeddoes, berasal dari daerah ini.  Bersama-

sama dengan perempuan  aktifis lainnya, Zahara Ratna Djoewita, Roehana telah mampu 

mengelola dan memimpin surat kabar ‘Soenting Melayu’ (Fitriyanti,2001). Surat kabar ini 

pertama kali terbit pada 10 Juli 1912, fokus pada isu perempuan dan telah berjuang untuk 

mencerdaskan kaumnya lewat surat kabar yang mereka kelola. Jadi keberadaan wartawati 

pertama di Sumatera Barat dengan media yang dikelola perempuan lebih seratus tahun lalu 

itu, menginspirasi para anggota FKWIS untuk kembali menggiatkan semangat jurnalistik 

perempuan dan memberdayakan kaum perempuan di Sumatera Barat.  Mengutip istilah 

yang disebutkan Eska (2003)  “Mambangkik batang tarandam”,  dapat dikatakan bahwa 

keberadaan FKWIS, karena adanya kesadaran berpikir bahwa secara historis, perempuan 

di Sumatera Barat sudah berbuat untuk kaumnya, sudah berkiprah di area publik sejak lebih 

seratus tahun lalu, maka sekarang pun harus dimunculkan kembali. Situasi yang demikian 

sesuai dengan konsep identitas kelompok seperti dikatakan Taylor dan Whittier; bahwa ada 

batasan, kesadaran dan negosiasi. Batasan bahwa mereka sebagai jurnalis perempuan 

diperlakukan berbeda oleh perusahaan tempat bekerja; bahwa ini bagian yang bisa diliput 

jurnalis perempuan dan ada area rawan (menurut atasan media )dan tak perlu diliput 

jurnalis perempuan; bahwa wartawan perempuan cukup sampai jam 8 di kantor dan laki-

laki bisa lebih malam lagi. Terkait dengan batasan bidang kerja dan pembedaan perlakuan, 

dengan secara sadar mereka bersatu dalam organisasi atas nama identitas kelompok 

wartawan perempuan. Lalu diinspirasi dari keberadaan wartawan perempuan pertama 

dengan kiprahnya mengelola surat kabar untuk kepentingan perempuan lebih dari 100 

tahun yang lalu. 

Dari wawancara dengan Ketua FKWIS, diketahui bahwa keberadaan organisasi 

untuk melindungi anggota (sesama wartawati) dari perlakuan diskriminasi. Hal ini karena 

ada kecendrungan area kerja jurnalis perempuan hanya ditugaskan meliput berita bersifat 

seremonial, soft news dan tidak banyak resiko serta tantangan. Sebaliknya jurnalis laki laki 

dapat sepenuhnya bekerja pada berbagai area liputan, bisa ke luar kota yang butuh waktu 

seharia bahkan lebih dan itu oleh pimpinan media dianggap melelahkan, tak sesuai dengan 

kondisi fisik perempuan. Selain itu FKWIS memiliki tujuan untuk membuat pemberitaan 

yang tidak mendiskreditkan perempuan selaku obyek pemberitaan semisal berita perkosaan 

dan razia PSK; Kecendrungan yang sering dijumpai di banyak media atau surat kabar, 

berita perkosaan atau razia PSK terkesan mengabaikan hak azazi perempuan selaku korban 

perkosaan dan melecehkan perempuan yang menjadi obyek pemberitaan.  Ini dapat 

dimaklumi lantaran persaingan ketat media sehingga untuk memenuhi selera pembaca dan 

agar koran laku terjual berita yang ditulis kadang menyudutkan perempuan  yang  jadi  

korban.  
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Untuk itulah FKWIS berusaha menyajikan pemberitaan yang lebih sensitif gender 

serta memberikan penyadaran gender melalui tulisan yang mereka tulis.  Advokasi 

terhadap para anggota FKWIS  tetap berlangsung, terutama sekali jurnalis perempuan yang 

mendapat perbedaan perlakuan. Seperti dialami salah seorang informan yang kantornya 

menetapkan aturan jurnalis perempuan hanya bertugas hingga pukul 8 malam saja; bahwa 

ia tetap bertahan hingga lewat jam 8 malam di kantor, sebagian dari koleganya, jurnalis 

laki-laki tidak memasalahkan hal tersebut, sementara sebagian lagi ada yang komplain atas 

pelanggaran aturan tersebut. Ketika dikomunikasikan situasi kantor tersebut kepada pihak 

FKWIS, jurnalis ini mendapat dukungan untuk tetap bertahan di kantor meski lewat jam 8 

malam guna menyelesaikan tulisan atau tugas yang diembankan atasan kepadanya. “Bukti 

dukungan kami dari FKWIS yakni dengan mengantarkan si jurnalis perempuan ini pulang 

ke rumahnya, kami jemput ke kantornya  kemudian dengan alat transportasi yang kita 

punya diantar pulang ke rumah” (wawancara dengan Ketua FKWIS). 

Apa yang telah dilakukan ketua FKWIS dengan memberi dukungan untuk tetap 

bekerja di kantor meski lewat dari jam 8 malam, dibuktikan dengan memberikan bantuan 

jasa transportasi pulang diantar pihak FKWIS. Ini menunjukkan bahwa organisasi mereka 

berusaha melindungi anggota kelompoknya, sebagai bentuk solidaritas lantaran memiliki 

identitas yang sama. Mereka, sesama jurnalis dari media yang berbeda, biasanya dalam 

konteks pekerjaan, media berbeda saling bersaing untuk mendapatkan isu berita terbaik, 

dan adakalanya terbawa dalam proses pencarian berita. Namun karena sama sama 

didiskriminasi, kesamaan mendapat perlakuan berbeda yang diterima dari pimpinan media, 

tak ada bentuk persaingan tersebut. Sebaliknya bersatu, saling tolong menolong, 

mendukung para anggotanya untuk terbebas dari perbedaan perlakuan, seperti yang dialami 

kolega mereka dimana tempat ia bekerja melarang pulang lewat dari jam 8 malam.  

Di satu sisi dapat dimaklumi adanya kebijakan tak boleh pulang larut malam bagi 

perempuan, karena dunia jurnalistik dianggap dunia keras, yang pekerjanya lebih banyak 

laki-laki dan dengan alasan keamanan, pekerja perempuan disegerakan pulang bila telah 

lewat maghrib, sebab kantor tak mau repot bila terjadi apa-apa dengan pekerja 

perempuannya. Namun di sisi lain pemberian kesempatan kepada perempuan yang juga 

memiliki kapasitas di bidang jurnalistik adalah perlu. Bila jurnalis perempuan merasa 

masih perlu menulis berita, mempersiapkan materi dan bahan liputan untuk besok, atau 

yakin dengan kemampuannya untuk meliput tentang isu politik; kampanye, partai politik 

dan petinggi parpol atau pejabat pusat yang datang ke daerah, dan merasa mampu meliput 

di luar kota Padang yang butuh waktu lama dan melelahkan, pembatasan dan perbedaan ini 

menjadi persoalan. Bahwa mereka telah mengalami hambatan sewaktu bekerja dan 

berkreatifitas. Itu artinya mereka telah didiskriminasikan.  

Pendiskriminasian yang seperti ini, selanjutnya telah mendorong dan memicu 

FKWIS dan para anggotanya  untuk kritis dan menentang bentuk-bentuk diskriminasi 

lainnya terhadap perempuan, salah satunya melalui penolakan terhadap Ranperda yang 

salah satu pasalnya (pasal 10 ayat 3) terdapat klausul melarang perempuan melakukan 

aktifitas di atas jam 10 malam bila tak didampingi oleh murimnya. 

 

2. Gerakan FKWIS Melawan Ranperda 

Ranperda Pekat (Pelarangan Perbuatan Maksiat), demikian nama Ranperda yang 

dibuat oleh  komisi E DPRD Provinsi Sumbar. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, 

Ranperda Pekat yang mulai dibuat pada pertengahan Maret 2001 itu  merupakan salah satu 

implementasi dari kewenangan daerah menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. 

Pasal 10 ayat 3 Ranperda Pekat tersebut berbunyi: “Setiap Wanita dilarang berada di luar 

rumah di atas jam 22.00 malam sampai jam 06.00 pagi, kecuali dengan muhrimnya”.  
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Klausul yang demikian inilah yang menjadi pokok masalah sebenarnya, karena 

dari pasal tersebut, ada kesan kalau pemberlakuan jam malam bagi perempuan di Sumatera 

Barat seolah akan menyelesaikan persoalan maksiat yang memang cukup rumit diatasi,  

dan ini menggambarkan perempuan sebagai pangkal persoalan maksiat. Jelas ini 

merendahkan dan melukai kaum perempuan dan sangat bertentangan dengan pengakuan 

hak azazi manusia secara internasional, seperti tercantum dalam pasal VII Civil Right Act 

tentang anti pendiskriminasian. Lebih dari itu pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 juga 

sudah ikut meratifikasi Convention on the Elimination of All Types of Discrimination 

against Women (CEDAW).  Itu artinya Negara Indonesia melalui pemerintahnya turut serta 

menghormati hak setiap individu dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip 

nondiskriminasi yakni, tidak membedakan ras, suku, agama, kelas sosial, bahasa dan jenis 

kelamin (Sadli, 2012).  

 Pertentangan antara penghormatan terhadap hak azazi manusia yang anti 

diskriminasi dengan adanya pasal diskriminatif dalam rancangan peraturan yang demikian 

telah mendorong FKWIS untuk melakukan gerakan perlawanan. Berbagai upaya dilakukan 

untuk menghentikan agar Ranperda yang didalamnya ada pasal diskriminatif itu 

dihapuskan. Diantara upaya membatalkan pasal diskriminatif tersebut; membentuk opini 

public melalui dialog interaktif, talk show dan pooling, melakukan dialog dan diskusi  

dengan  pihak pembuat Ranperda, menggelar seminar dengan menghadirkan narasumber 

tingkat nasional, berkoordinasi dan berjejaring dengan organisasi perempuan lainnya 

(roundtable discussion). Berikut diuraikan lebih detail kegiatan dan gerakan FKWIS 

lakukan: 

 

a). Membentuk Opini Publik 

Dari hasil temuan di lapangan, diketahui bentuk perlawanan menolak Ranperda 

diskriminatif dengan membentuk opini publik melalui kegiatan dialog interaktif, talk show 

dan polling atau survei pendapat. Hampir setiap hari dari April 2001 hingga Juni 2001 

ditampilkan acara talk show atau dialog interaktif antara audiens (pendengar dan penonton) 

yang diselenggarakan oleh produser TVRI perempuan dan programmer radio perempuan 

dengan topik utama terkait dengan adanya rencana aturan pelarangan perempuan keluar 

malam.  

Topik dialog tak lepas dari isu perempuan, pemberdayaan dan pencapaian yang 

telah dilakukan perempuan dalam karirnya disektor publik. Misi utama dari setiap dialog 

dan talk show tersebut adalah menyelipkan isu tentang pembatasan perempuan beraktifitas 

lewat jam 10 malam seperti yang bakal diatur dalam Perda.  Sesuai dengan tema dialog, 

dihadirkan narasumber yang variatif, mulai dari pihak perumus Ranperda (Ketua Komisi 

E DPRD Sumbar periode 1999-2004, Khaidir Khatib Bandaro), pemuka masyarakat, unsur 

budaya dan aktifis perempuan. Salah satunya Bundo Kanduang Sumatera Barat, Puti Reno 

Raudha Thaib.  

Dalam salah satu talk show marathon tersebut, diungkapkan oleh Bundo Kanduang 

bahwa di satu pihak, sejak dahulunya kebiasaan di masyarakat Minang sudah 

membolehkan perempuannya untuk  bersekolah tinggi, memiliki ilmu pengetahuan dan 

berkiprah di luar rumah dan di pihak lain pengawasan terhadap perempuan Minang juga 

perlu. Namun juga suatu kesalahan bila untuk mengontrol perempuan Minang dengan 

membuat generalisasi bahwa untuk mengawasi kasus prostitusi dan masalah sosial yang 

banyak muncul sekarang ini dengan cara melarang perempuan untuk berkegiatan di luar 

rumah. 

Materi dan proses dialog interaktif dan talk show itu secepatnya diberitakan para 

wartawati di berbagai media cetak tempat mereka bekerja. Salah seorang pendiri FKWIS 

dalam kapasitasnya sebagai broadcaster di sebuah radio, Wirnita Eska, mengadakan 
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pooling pendapat warga kota Padang tentang pelarangan perempuan untuk keluar malam 

melalui SMS. Setiap pendengar diberi kesempatan mengirim pendapat mereka dengan 

mengirim SMS ke nomor yang telah ditetapkan, kemudian dibacakan ketika sedang siaran. 

Diketahui, pendapat warga kota lebih banyak yang menolak Ranperda berisi pasal 

pembatasan keluar malam itu. 

Gencarnya usaha melawan pasal yang diskriminatif tersebut diberitakan oleh 

media nasional bahkan oleh BBC London. Ketua FKWIS, Imiarti Fuad dihubungi BBC 

London perwakilan Jakarta dan diinterview sehubungan dengan alasan menentang pasal 

diskriminatif tersebut. Seperti dikatakannya: 

“…Aku ngga ingat lagi siapa nama interviewernya dan aku sempat kaget 

karena darimana dia tahu nama dan HP ku, tapi katanya dari wartawan 

juga dia tahu dan aku diwawancarai kenapa aku dan kawan-kawan 

tergerak untuk menentang Ranperda itu...Ya aku jawab aku terlahir 

sebagai perempuan minang dan aku merasa punya tanggungjawab untuk 

mengangkat dan mempertahankan harga diri perempuan minang, aku juga 

tidak mau perempuan minang generasi mendatang dirugikan dengan 

aturan yang diskriminatif begitu. Emang kita ngapain kalau keluar rumah 

pada jam begitu, apa semua perempuan minang kalau keluar jam segitu 

mau jual diri? Bagaimana kalau ada perempuan yang harus kerja di malam 

hari, apa dia harus dihukum dengan aturan itu? Bagaimana kalau seorang 

anggota DPRD perempuan harus rapat di malam hari atau bagaimana 

kalau seorang direktris dan profesional terpaksa harus menyelesaikan 

tugasnya di malam hari atau seorang wartawati kerja sampai malam karena 

mengejar deadline, so apa kami harus ikuti aturan yang begitu…?” 

(Wawancara via email, 24 November 2005). 

Dari apa yang disampaikan pimpinan organisasi dan dari berbagai usaha yang 

sudah mereka lakukan di atas, tampak adanya saling bekerja sama para jurnalis perempuan 

dalam usaha menciptakan opini publik. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan 

menyiarkan dan memberitakan proses dialog interaktif dan talk show, kemudian 

menuliskan beritanya di berbagai media tempat mereka bekerja. Sebagai pekerja media, 

dalam upaya tersebut, mereka juga berusaha seobjektif mungkin untuk memperoleh 

pendapat dari seluruh lapisan masyarakat melalui pooling yang membebaskan masyarakat 

untuk berkomentar. Juga dalam pemilihan narasumber dialog, berasal dari latar belakang 

yang bervariasi atau dari kedua pihak yang pro dan kontra.  

 

b). Berkomunikasi dan Berjejaring  

 Selain menciptakan opini publik, berkomunikasi secara intens dan membuat 

jaringan dengan sesama organisasi perempuan adalah hal penting yang mendukung mereka 

untuk menggolkan tujuan pembatalan pasal di Ranperda.  Melalui diskusi reguler dari 

Maret 2001 sampai May 2001,  para anggota FKWIS mengadakan pertemuan, saling 

diskusi, bertukar informasi, pendapat dan ide.  Tujuan dari kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan masukan dari anggota, sekaligus mengatur srategi yang akan dilakukan agar 

tujuan mereka atas tuntutan penghapusan pasal diskriminatif bisa terlaksana.  

Kegiatan diskusi dilakukan setiap hari Jumat mulai jam 4 sampai jam 6   bertempat di 

kantor FKWIS. Mereka menyebutnya diskusi Jumat sore.  Selain para anggota FKWIS, 

turut diundang organisasi perempuan lainnya guna menginformasikan kondisi terkini dan 

mendengarkan pendapat mereka. Hal yang paling difokuskan dalam pertemuan dua jam itu 

adalah kesamaan  suara para organsasi perempuan yang diundang, bahwa Pasal 10 ayat 3 

dalam ranperda  diskriminatif dan sangat merendahkan kaum perempuan. Dari hasil diskusi 

yang rutin tersebut, kemudian disepakati mengirim petisi untuk disampaikan ke Komisi E 
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DPRD Sumbar. Petisi yang ditanda tangani pada  Rabu, 16 May 2001 ditandatangani oleh 

lima orang Ketua organisasi perempuan diantaranya Ketua FKWIS, LP2M, KPI Sumbar, 

dan LSM Mande serta Naluri Perempuan. 

Beberapa hari setelah mengirim petisi ke pihak DPRD Sumbar, FKWIS dan beberapa 

organisais perempuan lainnya itu diundang ke DPRD untuk melakukan rapat dengar 

pendapat (hearing). 

 

c). Dialog dan Diskusi dengan Tim Perumus  

 Dalam berbagai kesempatan FKWIS berusaha untuk melakukan pendekatan dialog dengan 

tim perumus Ranperda, yakni para anggota Komisi E DPRD Sumbar.  Puncaknya setelah 

mengajukan petisi, mereka diharapkan hadir di Gedung Rakyat secara resmi dalam rapat 

dengar pendapat (hearing) pada Selasa, 29 May 2001.   Dalam dialog dengar pendapat 

tersebut, pihak FKWIS dan rombongan yang menandatangani petisi, berjumlah 8 orang 

tetap bersikukuh pada apa yang menjadi tuntutan mereka. Agar pasal yang 

mendiskriminasikan perempuan dihapus. Dalam Rapat dengar pendapat yang dipimpin 

Ketua Komisi E ketika itu, Khaidir Khatib Bandaro, menyampaikan argumentasi mereka 

yang merumuskan draft tersebut, bahwa alasannya adalah karena untuk mengatasi masalah 

maksiat di Sumatera Barat dan untuk menjaga, marwah, kehormatan perempuan Minang. 

 Menanggapi pernyataan Ketua Komisi E, pihak FKWIS tetap pada argumen 

mereka bahwa penerapan pasal tersebut sangat tidal adil bagi perempuan. Bila pasal itu 

diberlakukan akan menghambat kreatifitas, pengetahuan dan kemampuan perempuan, 

karena tak semua perempuan yang beraktifitas malam hari perempuan yang takbaik, justru 

sebaliknya masih banyak perempuan dengan berbagai profesi yang akan terkena pasal 

tersebut. 

Selama 4 jam pertemuan rapat dengar pendapat tersebut, adu argumentasi itu diakhiri 

dengan ketegasan pihak FKWIS. Seperti diungkapkan Ketua FKWIS  bahwa yang 

diinginkan dalam gerakan mereka sebenarnya adalah menghapuskan pasal diskriminatif 

tersebut, bila tidak juga, maka agar adil, kata perempuan yang diubah, seperti dikatakan; 

“….Yang kami tuntut hanya jangan ada kata perempuan Sumatera Barat di klausul 

itu, solusinya gantilah dengan setiap orang Sumatera Barat atau siapapun, kalau memang 

klausul itu harus tetap dilanjutkan....jadi adil kan.....”. (Wawancara dengan Ketua FKWIS) 

 

d). Menggelar Seminar  

 Guna mendapatkan lebih banyak lagi dukungan, FKWIS mengadakan seminar 

nasional dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya; Dr. Dewi 

Fortuna Anwar (ahli politik bekerja di LIPI), Dr, Chandra Motik (ahli hukum), Debra 

Yatim (aktifis perempuan)  dan Dr. Hayati Nizar (mewakili Komisi Perempuan dan 

Keluarga MUI Sumbar). Seminar yang diadakan Sabtu, 2 Juni 2001 di Pangeran Beach 

Hotel  itu menghadirkan banyak peserta dan berusaha membuka mata para peserta dan 

undangan yang hadir  tentang Ranperda Pekat tersebut.  Bahwa keberadaan Ranperda 

dnegan pasal 10 ayat 3 yang diskriminatif itu pertanda adanya 'kecolongan intelektual' dan 

pemaksaan secara tidak langsung kepada perempuan dalam menghambat aktifitas dan 

kreatifitas mereka. Bahkan Dr. Hayati Nizar memberikan catatan kritisnya tentang 

keberadaan pasal diskriminatif tersebut seperti dikutip dalam Eska (2003:137-138); (1) 

Adanya penggeneralisasian bahwa semua perempuan cenderung nakal hingga haris 

diberlakukan jam malam dimanapun mereka berada, (2) Bisa dipertentangkan dengan 

HAM karena telah adanya pembatasan terhadp semua perempuan, termasuk perempuan 

baik-baik, (3) Adanya anggapan seoah-olah budaya kontrol tidak ada lagi di masyarakat 

sumatera Barat sehingga harus ada Perda yang mengatur. 
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 Usai seminar, pada malam hari masih dilanjutkan pertemuan antara pihak FKWIS 

dan para narasumber. Pertemuan informal tersebut sekali lagi dimaksudkan untuk 

mendapatkan dukungan dari para ahli tersebut dan bersama-sama mereka satu tujuan 

melawan pasal yang diskriminatif tersebut. 

 

 

3. Mobilisasi Sumber Daya Hapuskan Pasal Diskriminatif   
Dapat dimaklumi bila setiap pengambil kebijakan di daerah memiliki kewenangan 

dalam mengatur masyarakatnya, termasuk para perempuannya, karena masing-masing 

daerah yang masih kental budaya dan ikatan agamanya memiliki batasan tersendiri 

terhadap perempuannya. Hal demikian diimplementasikan oleh pengambil kebijakan di 

tingkat lokal dalam bentuk peraturan mengikat, namun ada diantaranya berupa Perda yang 

bersifat diskriminatif terhadap perempuan. 

Sebelum menjadi Perda tentunya ada proses pembuatan dan mendiskusikan 

rancangan peraturan daerah (Ranperda). Hanya saja dalam proses pembuatan draft 

rancangan oleh Komisi E DPRD Sumbar ada draft yang dinilai sangat diskriminatif. Dalam 

proses mengantisipasi Ranperda menjadi Perda inilah FKWIS memainkan perannya. Yakni 

dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk menginformasikan dan memberitahu 

khalayak bahwa apa yang sedang direncanakan pengambil keputusan, membuat Perda akan 

berakibat tidak baik bagi perempuan di Sumatera Barat. Kegiatan penciptaan opini publik 

seperti berupa dialog interaktif, talk show, pooling sms dan seminar itu sangat mungkin 

dilakukan karena mereka adalah para jurnalis. Sebagai jurnalis mereka memiliki sarana dan 

prasarana media sebagai alat dan wadah menyampaikan gerakan mereka. 

Agaknya apa yang sudah dilakukan FKWIS tersebut sejalan dengan teori 

mobilisasi sumber daya,  seperti dikatakan oleh McCarty dan Zald (1979:vii), bahwa 

pendekatan mobilisasi sumber daya  menekankan adanya rasa tidak puas satu kelompok 

yang melakukan gerakan dengan fokus pada dukungan masyarakat, tekanan kelompok 

dalam gerakan , kendali sosial dan penggunaan media. Jadi dari apa yang telah dilakukan 

FKWIS melalui dialog interaktif, talk show,menulis berita di media massa, dan 

mengadakan polling sms, mengadakan seminar   sebagai   usaha untuk memberikan 

informasi dan membuka mata masyarakat dengan tujuan agar diketahui bagaimana 

pendapat masyarakat terkait dengan isu yang mereka lemparkan. Kegiatan tersebut 

dilakukan secara intens dalm rentang waktu yang singkat, sehingga target mereka agar 

khalayak umum bisa tahu perkembangan terakhir dan langkah atau proses yang sedang 

berlangsung terkait dengan pasal diskriminatif. Dengan demikian, update informasi yang 

dilakukan dalam gerakan ini langsung diketahui oleh publik, pengikut isu ini tentang apa 

yang telah dan sedang diperbuat oleh pihak pengambil kebijakan.  Juga untuk mengetahui 

negosiasi pihak FKWIS dan organisasi lainnya sekaitan dengan pasal yang dituntut untuk 

dihapuskan tersebut. 

Selain penggunaan media (media usage), dukungan sosial (societal support) juga 

telah diupayakan oeh FKWIS melalui jalinan komunikasi dan membuat network dengan 

organisasi perempuan,  aktifis perempuan, tokoh perempuan lainnya. Mereka intens 

mengadakan pertemuan, diskusi, bersepakat membuat petisi. Ini menunjukkan mereka 

memiliki koordinasi dan langkah yang sama sehingga tujuan yang sama-sama mereka 

citakan, yakni penghapusan pasal diskriminatif, pasal 10 ayat 3 dapat tercapai. Para tokoh 

perempuan level nasional juga diinformasikan dan dilibatkan dalam gerakan yang sedang 

mereka lakukan dan melobi mereka agar mendapat dukungan.  

Pada akhirnya apa yang sudah dilakukan untuk menolak pasal diskriminatif itu 

berhasil.  Itu semua hasil kombinasi dari menngerakkan semua potensi yang dimiliki 

anggota FKWIS dan dengan berjejaring dengan organisasi perempuan lainnya. 
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5. KESIMPULAN 
Diskriminasi terhadap perempuan tanpa disadari juga turut terbawa dalam zaman 

Reformasi, seperti yang dialami oleh para pekerja media perempuan di Sumatera Barat.  

Meski kran demokrasi sudah dibuka seluasnya yang dibuktikan dengan banyaknya berdiri 

organisasi politik (partai politik), media cetak dan online, organisasi sosial kemasyarakatan 

dan keagamaan, serta NGOs, itu semua tak menjamin  akan adanya penghormatan terhadap  

hak azazi manusia (HAM)  dan anti diskriminasi. Untuk itulah FKWIS melakukan gerakan 

perlawanan atas ketidakadilan terhadap perempuan di Sumatera Barat. 

Sumber daya yang dimanfaatkan organisasi FKWIS berasal dari dalam organisasi 

(sumber daya internal) dan dukungan lingkungan sosial sekitar. Sumber internal dalam hal 

ini kapasitas dan potensi anggota., atau berasal dari luar organisasi seperti dukungan 

lingkungan sekitar dan jaringan dengan kelompok lainnya. Dalam konteks gerakan yang 

dilakukan oleh FKWIS, sejumlah sumber daya yang dimiliki anggota kelompok sebagai 

jurnalis dimanfaatkan demi mencapai tujuan dalam menentang Ranperda diskriminatif. 

Yakni dengan  membuat berita terkait isu pasal diskriminatif, mengadakan dialog 

interaktif, talk show, dan polling sms demi membentuk opini publik.  Begitupun dengan 

potensi kepemilikan jaringan berupa hubungan baik dengan pihak di luar organisasi 

menjadi modal untuk melakukan aktifitas guna mencapai tujuan organisasi mereka.  
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